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Meninbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dal Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran.. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturtn Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancengan Peraturan Daerah
Kabupa.ten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah
Tahun Anggarar 2O23;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 teilang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedornan Telmis Pengelolaan Keuangarr Daerah;

6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daeratr Tentaag Anggaraa
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Angga-ran
Fcndapatan dall Eclanja Dacratr, dart Ranrcanrganr PcraLurarr KEpa-}r.
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggarar Pendapatan dan
Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O21 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tbgas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
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9. Peraturan Daerah Provinsi tampung Nomor 10 Tahun 2022
tentang An8Sarar PendaPatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O23;

10. Peraturan Gubemur l^ampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

UEUUT'USI(AF:

TEFTTTUSAjI GIIBERISI'R TE]IITAITG PEUBTI|TT'XAIT TIU
EI'ALUASI RAITC/ATIGAIT PERATI'RAX DAERAII KABI'PATTII/K(}TA
TEI TATG A.IIGGARAII PETDAPATAX DAIT BELAI|JA DA.ERAII
TAEUIT AISGGARAT 2(}23.
Membentuk Tim Evaluasi RaIrcengan Peraturan Daeralt
I(abupaten/ Kota tentang Anggslarr Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana
terrantum dalam le.mpiran I Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
I(abupaten/Kota tentanS Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancaagan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggarart
Pendapatal dal Belanja Daerah Tahun Anggararr 2024 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2024.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebogeimana dimaksud
pada Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang
berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi lampung dengan susunan personalia sslagaiman4
tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksqd Diktum
Kesatu darl Diktum Ketiga mempunyai rincian tugas sebagaimana
tercantum dalam tampAan II Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Selcetariat Tim Pelaksana
scbatai'qana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan
honorarium selama 6 (enam) bulan untuk masing-masing kegiatan:
a. evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

tentalg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wa.likota
tentang Penjabaraa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O23;

b. evaluasi Rancangan Peraturan Daeriah Kabupaten/Kota tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati/walikota tentarlg Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember
2023.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Provinsi l^ampung
Tahun Anggaran 2023, dalarrr Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan
tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungiawab
kepada Gubemur lampung.



KEDELAPAN

Tcmbusan :

1- Menrcri Dalam NcAeri Rl di Jakatta;
2- Cubrrnui LaDpung (s.b6gai leporar) di Tduk Bcnu&
3. Piopinaa DPRD Provinsi Laopung di Trhrk Bctunt;
4. Bupatr/ Walikota *-hovinai Laopung
5. Masing-maaing AnSSota TiE Yang Bcrsa!8kutan.
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: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
ddam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
rs J";';iilb'?z

SEERETARIS DAERAII,
lfult'lifuEr1iq-6

LL@LE.q.u .tj

Ir. FAHRIZAL DARMINTO.. H.A.
Peublna Utama

mP. 196+1021 199()()3 l (xlE
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LAMPTRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR I Cl ll /vt.O2/}lKl2O23
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSIMAI| PERSOITAI,IA
TIU DAIT SEKRETARIAT TIU PELIII(SAI{A EI'ALUASI NAIICA,rGAII PERATI'RAT

DAIRAII KABI'PATE!5/I(OTA TEITTAITG AI|(X}IIRAIT PEITDAPATAIT DAIT BEI.IIITJA
DIIERAII TAIIIIf, IIfircARAtt 2(123

A. TIil TYALUAI}I RAITCAITGAT PERATI'RA.II
TETCTAITG ATG}GARAIT PEITDAPATAIT DAI|
AITGGARAIT 2O'I3

DAERAII KABT]PATEN/KOTA
BELATI.'A DAERATI TAIIUT

I. Pengarah

II. Penanggungiawab

III. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

: Sekretaris Daerah Provinsi I-.ampung

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

: Kepa.la Bidang Evaluasi dan Pembinaan
Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelol,aan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

: Kepala Bagian Pembinaan dan Penga.wasan Produk
Hukum Ikbupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi l"ampung

: Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD
Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi L,ampung

: 1. Kepala Bidang Perencanaan Malco, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Badan Pererncanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. VERTYANA UMAR, S.H., M.M, (Analis Hukum Ahli
Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Iampung)

3. M. KAISARUDDIN., S.E., M.M. (Analis Pembinaan
Pel,alsalaa.n Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
daIl Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
lampung]

4. EVA NOVITASARI., S.IP., M.M. (Analis Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinasn APBD Kabupeten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung)

5. ASIH PURWANTI., S.lP. (Analis Pembinaaa
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dq.tr Aset Daeratr Provinsi
Lampung)
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B. SEKRBI'ARIAT TIX PELAI(SAIIA EIIALUASI RAI{CAITGAII PERATT'RAil
DAERATI KABT'PATEIT/EOTA TEITTAITG AIICOARAI{ PEIfDAPATA.N DAIf
BELAr.TA DAERAII TAglrIf ArGGARAII 2023

I. Ketua DESMI ANTHOM., A.Md. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaart
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung!

1. EMLTA GUSTI NAWATI., S.E., M.M. (Pengelola Keuargan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

2. LIZA GUSMARIDA,, S.E. (Pengelola Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi t ampung)

3. EKA YIJLIANTINA., S.E. (Analis lnvestasi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera-h Provinsi Lampung)

4. ROFIANA., S.LKom. (Pengclola Keuangaa Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi tampung)

5. ELI ASTUTI., B.A. (Pengadministrasi Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l^ampung)

6. NORMA ANALISA (Pengadministrasi Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi I-a-rnpung)

II. Anggota

SEXRETARIS DAERAII,

E
Ir. FAHRIZAL DARIUINTo. , M.A.

Pemblaa Utaaa
NIP. 19541021 199003 1(}08
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L,AMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NoMoR I Gl ?t lvr.o2lHKl2o23
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I'RAIAN TUGAS TI}I DAIT SEKRIT'ARIAT TI1ll PELI\KSANA
EI'ALUASI RAITCAI| GAIT PERATI'RAIT DAIRAH KABI'PATEIT / K TA TTTVTAITG
ANG{}ARAN PEITDAPATAN DAIT BELIUT..IA DAERAE TAIIINT A}|GGARAII 2023

I. TIU TVAIUASI RAJTCAJTGAJT PERATI'RAI{
TEI{TAI{G AI{CTGARAII PEITDAPATAII DAI5

AI{GGARAI| 2023

DAERAH
BELANJA

a. mengevaluasi kebija-kan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota agar tidak bertentaqgan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnyal

b. meneliti dan menganalisis konsistcnsi keterkaitan kogram dan kegiatan pa.da
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Um ''" AnSgaran (KUA), dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;

c. menganalisis sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan
dalam rancalga.n KUA dan kioritas dan Pl,afon Anggaran Sementara (PPAS) dentan
kebijakan Pemerintah Provinsi dan kioritas Pembangunan Nasional;

d. meneliti dan menganalisis pendapatan yang terdiri dari Pendapa.tan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan L,ain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

e. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap
urusan wajib yang berkaitan dengan peliayanan dasar (pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahal rakyat dan kawasan
permuki"'.n, ketenteramal, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan
sosiial);

f. menganalisie belanja pada tahun berkenaan dengan tahun s€belumnya yant
berkaitan amanat p€raturan perundang-undangan;

g. meneliti anggaran belanja yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja
daerah;

h. meneliti anggaran pembiayaan ya-ng dicantumkan dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan
daerah;

i. meneliti dan menganalisis sumbcr-sumber yang digunakan pemerintah daerah
untuk menutup defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan;

j. meneliti dan menganalisis upa.ya yang akan dilakukan pemerintah daerah
kabupaten/ kota dalam memanfaatkan surplus;

k. aeneliti kepatuhaa atas penyajian ioformasi dalao Rancanga"n Peraturan Daerah
Kabupatcn/ Kota tcDta.ng Pcrubahan APBD Tal:un Anggaran 2023 daB Rancantan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dar^ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD Ta,hun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023;

l. meneliti keeesuaian Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
tentarrg Perubahan APBD Taht,'t Anggaran 20.23 da'r Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahatr APBD Tahun Ansgalarr 2O23 dal
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2O24 terbadap teknik penJrusunan peraturan perundang-undangan;

KABI'PATET/I(OTA
DAERAH TATIUII
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m. meneliti persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap
Rancangan Feraturan Daerah IGbupaten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dar. Rancangal Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentalg APBD
Tahun Anggaran 2024;

n. men;rusun Keputusan Gubernur tentang hasil eva-luasi Ra:ecaagar Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Peruba}Ian APBD Tahun Anggaran 2023 darr
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 darL Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dar^ Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

o. melakukan konsultasi denga.n Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan
Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Taiun Anggaran 2O23 dal]
Rancangan Peratura-n Daerah lbbupa.ten/ Kota tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dal:. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tenEng Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024;

p. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentant Ferubahan APBD Thhun Anggaran
2023 daIr Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang APBD Tahun Anggaran 2O24 dan Rancangan Peraturan Bupa.ti/Walikota
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024; dan

q. memberikan noEor register Rancangan Peraturan Daerah lkbupaten/Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dart Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota teotang APBD Tahun Anggaran 2024.

II. SEXRETARIAT TIU PELIII(SAITA E"IIALUASI RAITCAIIGAT PMATITRA.il DAERAII
EABI'PATTIT/EOTA TEIIITAIIO AIIGGA^RATY PETYDAPATAIY DA.r BET"AITJA DA.IRAII
TAEI'X ATGGARAT 2(DiI
a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancsngan Peraturan

Daerah Kabupa.ten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 daa
Rancangan Peratural Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD
Taiun Anggaran 2023 den Ra.ncangaa Peraturan Daerah Kabupa.ten/Kota tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:
l. surat bupatr/wali kota perihal pery*ampaian rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD kabupaten/ kota;
2. nota kes€pakatan KUA dan PPAS;

3. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota;

4. persetujuan bersama anara bupati/wali kota dau DPRD kabupa.ten/ kota
terhadap rancangan pcraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD;

5. RPJMD;
6. risal,ah rapat;
7. nota keuanganl
8. pengantar nota keuangan;
9. tabel tahapan dan jadwal prosea penyusunan APtsD;
f0. daftar sinl<ronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupa.tcn/kota dengan

kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat;
11. tabel konsistensi progran, kcdatan, da-n sub kegiatan pa.da RPJMD, RKPD,

KUA, PPAS, dan rancangaa APBD;
12. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
13. tabel format perhitungan alokasi angga:.'an kesehatan;
14. tabel alokasi belanja Daerah rlalam 163glg pemcnuhan standar pelayanan

minimal; dan
15. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
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b. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dar: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentarg APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O23, serta
dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratlan;

c. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
d. menyiapkan dan menyampa.ikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi

Raacangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentant Perubahan APBD
Talun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 d,an Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Talun Anggaran 2023,
kepada anggota Tim;

e. mendisfrbusikan Rancangan Peraturan Daerah KabupaGn/Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentanS Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tenta-ng APBD Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam
melakukan evaluasi dan k4iian;

f. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
g. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tenteng Perubahan APBD
Tahun Anelgaran 2023 danr Rancangan Peraturan Bupati/Welikota tentarg
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 d,an Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Fenjabaral APBD Tahun Anggaran 2O23.

h. menyiapkan bahan untuk dilakukan konsultasi kepa.da Menteri Dalam Negeri,
berupa:
l. draft final keputusaa gubernur tentang hasil evaluasi rancangan

peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancang.rn
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD;

2. daftar sinkronisasi kebljakan Pemerintah Daerah dengian kebijakan
pemerintah pusat;

3. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD,
RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;

4. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
5. tabel format perhitungan alokasi antSaran kesehatan;
6. tabel alokasi belanja Daerah dalam ralgka pemenuhan standar pelayanan

minimal; dan
7. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

SEXRETARIS DAERAII,
&&'ryry*raehM[e|

Ir. FAIIRIZAL DARMMTO.. M.A.
Pemblng Utama

IrrP. 19641021 r99q)3 1(x)E
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